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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

  MOTTO : 

Laut mengajarkan kita bahwa arah dan tujuan hanya bisa dicapai dengan 

keberanian, kesabaran, dan keyakinan. Di tengah badai pun, nakhoda sejati tetap 

menjaga haluan. 

Dengan izin Allah,   

Aku telah menaklukkan ombak dan menempuh gelombang ilmu — karena pelaut 

bukan hanya penjelajah samudra, tapi juga pejuang masa depan. 

 

    PERSEMBAHAN : 

Rekan-rekan pelaut di seluruh penjuru lautan, yang tak pernah berhenti berjuang 

dalam diam, melawan sunyi, dan menembus batas. 

Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa tidak ada batas bagi kita untuk 

bermimpi, belajar, dan bangkit — bahkan di tengah lautan sekalipun. 

 

“JANGAN JEMU MENDAKI JIKA MAU KE PUNCAK CITA” 
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Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 
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RINGKASAN 

Pasal 337 UU Pelayaran memiliki implikasi penting bagi awak kapal yang bekerja 

di kapal-kapal niaga dan pengusaha di sektor pelayaran, termasuk mengenai hak 

dan kewajiban tenaga kerja, standar kerja, perlindungan tenaga kerja, serta 

penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Latar belakang masalah dari penelitian 

ini Pertama, sering muncul dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja pelaut 

adalah status awak kapal dalam kaitannya dengan core business perusahaan 

pelayaran serta hak mereka atas pesangon dalam hal terjadi pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Kedua persoalan yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan 

hubungan industrial bagi pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 81 UU PPHI, 

mengingat pekerjaan pelaut bersifat dinamis dan lintas wilayah, sering kali muncul 

perdebatan mengenai di mana gugatan harus diajukan. Beberapa pandangan 

menyatakan bahwa gugatan harus dilakukan di tempat di mana PKL ditandatangani, 

sementara pandangan lain menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan di tempat lain 

yang dianggap lebih relevan. 

Adapun tujuan dari penilitian ini yaitu untuk menganalisis status pelaut sebagai 

awak kapal dalam perspektif bisnis inti (core business) serta haknya atas pesangon 

dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengkaji yurisdiksi relatif 

dalam gugatan perselisihan hubungan industrial pelaut berdasarkan lokasi 

penandatanganan Perjanjian Kerja Laut. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

normatif yang bersifat Preskriptif, dengan  tipe Penelitian reform oriented research 

dengan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan Perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. 

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : Pertama, Perjanjian Kerja Laut 

menurut terminologi KUHDagang adalah sama dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. Sebagai pekerja bisnis inti (core business), Pelaut sebagai awak 

kapal juga berhak mendapatkan pesangon atas pemutusan hubungan kerja. Kedua, 

Meskipun aturan khusus pada Pasal 81 UU PPHI dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2024 pada pokoknya telah menyatakan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Awak Kapal yang didasari pada tempat PKL dibuat dan ditandatangani 

pada wilayah kantor kesyahbandaran pelabuhan atau di tempat terakhir pekerja itu 

bekerja, akan tetapi prinsip-prinsip umum tentang kewenangan relatif dalam Pasal 

118 HIR/ Pasal 142 RBG tetap relevan dimana Pasal 81 UU PPHI tidak dapat 

diterapkan secara langsung karena kekhususan faktual mengingat sifat hubungan 

kerja pelaut yang unik dan sebagai pencegahan forum shopping oleh Pengusaha 

Pelayaran. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci : Pelaut, Awak Kapal, Perjanjian Kerja Laut  

Pasal 337 UU Pelayaran memiliki implikasi penting bagi awak kapal yang bekerja 

di kapal-kapal niaga dan pengusaha di sektor pelayaran, termasuk mengenai hak 

dan kewajiban tenaga kerja, standar kerja, perlindungan tenaga kerja, serta 

penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.  

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan kerja pelaut adalah status awak kapal dalam kaitannya dengan core 

business perusahaan pelayaran serta hak mereka atas pesangon dalam hal terjadi 

pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Selain itu, terdapat persoalan yurisdiksi relatif dalam gugatan perselisihan 

hubungan industrial bagi pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 81 UU PPHI, 

mengingat pekerjaan pelaut bersifat dinamis dan lintas wilayah, sering kali muncul 

perdebatan mengenai di mana gugatan harus diajukan. Beberapa pandangan 

menyatakan bahwa gugatan harus dilakukan di tempat di mana PKL ditandatangani, 

sementara pandangan lain menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan di tempat lain 

yang dianggap lebih relevan.



TIANOTAK, ADNAN, MUHAMMAD 2025. Settlement of Employment Relations 

Disputes Based on Maritime Work Agreements in the Industrial 

Relations Court. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate 

Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Dr. Saprudin, 

S.H., LL.M. 125 pages. 

ABSTRACT 

Keywords : Seafarers, Ship Crew, Maritime Work Agreement 

Article 337 of the Shipping Law has important implications for seafarers working 

on merchant ships and employers in the shipping sector, including regarding the 

rights and obligations of workers, work standards, protection of workers, and the 

settlement of labor disputes.  

One of the problems that often arises in the settlement of seafarers' employment 

disputes is the status of seafarers in relation to the core business of the shipping 

company and their rights to severance pay in the event of termination of 

employment (PHK).  

In addition, there is a relative jurisdiction issue in industrial relations dispute 

lawsuits for seafarers as stipulated in Article 81 of the PPHI Law, considering that 

seafarers' work is dynamic and cross-regional, there is often debate about where the 

lawsuit should be filed. Some views state that the lawsuit must be filed at the place 

where the PKL was signed, while other views state that the lawsuit can be filed in 

another place that is considered more relevant. 
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